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ABSTRACT

PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL PARLIAMENT OF
SOUTH-EAST MALUKU IN AUTONOMY ERA.

Endang Benselina Etwiory
Universitas Terbuka

endangetwiory@yahoo.com

Keyword : Performance Analysis, Regional Parliament, Autonomy Era.

This research aims to (1) identify and analyze the performance of the
Parliament of Southeast Maluku regency as institute that dedl with society
aspiration in autonomy era, (2) identify and analyze the faciors supporting and
inhibiting factors of the performance of the regional “Parliament of Southeast
Maluku as institute that deal with society aspiration inlautonomy era.

This research qualitative using descriptivé.methods in order to explain a
reality in more depth and focused and portraitéas/well as the reality of selected
small parts to be studied in depth and are not\expected to be advice and input to
the Parliament of the Southeast Maluku-Regency in running fundamental duty
and also its function as institute channeling of society aspiration. Respondens in
this study are the Chairman and Mémbers of the Parliament of the Southeast
Maluku Regency which consist\of Chiefs of Faction, Chiefs of Commision, Chief
of the Budget Committee, Chief of the Parliament, Chief of the Legislative Body,
Honorary Chief of the Board arid also Secretary of the Parliament of the Southeast
Maluku Regency, commuaity figures, Academicians and also the Executive which
is considered to provide/information related to the Parliament of the Southeast
Maluku Regency.

Performance of the Parliament of the Southeast Maluku Regency
analysed by several indicators such as Legislation Function, Budgeting Function,
and Oversight Functions. To Legislation Function, Parliament of the Southeast
Maluku Regency is expected to be able to have the sensitivity to recognize the
needs of the community in order to comply with the terms of productivity to
restore public convidence in the negative assumptions that developed over the
years, and the Oversight Functions is expected to give assessment of the policies
and behavior of the executive so that no fraud or abuse in the administration of the
wheels of government, and the Budget Function is expected to meet the
dimensions of accountability in order to take care of and manage his own
household in the context of the autonomous region as function of the Budget is on
of the duties, rights, and powers held exclusively by the Budget Committee that
the tasks of governance and development can work well.
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ABSTRAK

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM ERA OTONOMI
DAERAH

Endang Benselina Etwiory
Universitas Terbuka
endangetwiory@yahoo.com

Kata Kunci : Analisis Kinerja, DPRD, dan Otonomi Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga
penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2)~mengetahui dan
menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor)penghambat kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku TFeriggara selaku lembaga
penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otondmi.daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian /kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan/sudturealitas secara lebih mendalam
dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil
untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan
masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat’Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
dalam menjalankan tugas pokok.naupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran
aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para
Anggota Dewan Perwakilari_Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang
terdiri dari Ketua-ketua-Fraksi,” Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran,
Ketua Badan Musyawarsh, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan
serta Sekretaris Dewari Pérwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara,
Tokoh-tokoh Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap
dapat memberikan. informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Kinerja ‘Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara,
dianalisis berdasarkan beberapa inidikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi
Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki
kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi syarat
produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-
anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian
terhadap kebijakan dan perilaku pihak Eksekutif sehingga tidak terjadi
penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda
pemerintahan, dan terhadap Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan
mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena
Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang
dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan
dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ii



41627.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah adalah hasil karya saya
sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan
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Segala puji, hormat dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa karena atas perkenaan Nya maka penulis dapat menyelesaikan
penulisan TAPM dengan judul “ Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah “ tepat pada waktu yang ditentukan.

Diharapkan agar dengan adanya penulisan TAPM ini dapat bermanfaat
baik secara akademis yaitu dapat menghasilkan teori atay konsep yang baru yang
berkaitan dengan kinerja DPRD Kabupaten Maluka Tenggara dalam peningkatan
kinerjanya, dan juga bagi para peneliti lain yang@kdn melaksanakan kajiah serupa
agar dapat dijadikan sebagai bahan refefensi bagi mereka. Selain itu, manfaat lain
yang diharapkan adalah sebagai simbangan pemikiran dan bahan informasi guna
memahami persoalan yang(sama, khususnya berkaitan dengan kinerja DPRD
sebagai lembaga legislatif yang nota bene sebagai lembaga penyalur aspirasi
masyarakat Maluku-Tenggara.

Adapun, tyjuan penulis memilih tema tersebut adalah untuk mengetahui
dan mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggaradan untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maupun menghambat
kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam era otonomi daerah.

Penyelesaian TAPM ini tentunya melewati berbagai hambatan yangpenulis
temui. Hambatan terbesar yang dihadapi penulis adalah keterbatasan referensi.
Keterbatasan referensi ini disebabkan karena belum adanya perpustakaan yang
memadai serta akses internet yang sangat lambat dalam mengakses berbagai

informasi untuk mencari data-data pendukung guna penyelesaian tugas ini serta
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.
Dalam hal ini pemerintahan daerah diasumsikan memiliki ‘péngetahuan dan
kepahaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah. Pengétahuan terhadap
potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan-efisiensi, efektifitas dan daya
tanggap dalam pelayanan publik di daerah fasing-masing, sehingga pelayanan
pubbik yang dihasilkan juga semakin™ memenuhi permintaan dan kebutuhan
daerah. Meskipun demikian, kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki

oleh pemerintahan daerah tidaklabh berada dalam ruang kosong (vakum).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban
Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu hak, wewenang,
dan kewajiban. daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pembenian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan
kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab.

Desentralisasi dan otonomi dacrah dianggap dapat menjawab tuntutan
pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan

otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti
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memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk
berprakarsa dan mengambil keputusan. Disamping itu, empowerment akan
menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi
pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif
dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya
sendiri.

Dari berbagai pendapat diatas terhadap pelaksanaan asas. desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan otonomi kepada
daerah, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan urgensi.pcmberian otonomi kepada
daerah adalah sebagai upaya peningkatan ~efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, upaya~melancarkan pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan kemampuan daerah \seria meningkatkan peran serta masyarakat
dalam proses demokrasi di‘lapisan” bawah, sehingga dalam konteks ini, analisis
terhadap pelaksanaan tugds pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di
daerah menjadi, sangat relevan, oleh karena salah satu prinsip yang terkandung
dalam Undang-unidang Nomor 32 tahun 2004 adalah pelaksanaan otonomi daerah
barus dapat meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, sehingga Undang-
undang ini memberikan hak dan kewenangan yang cukup luas kepada DPRD agar
dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

B. Fungsi DPRD

Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh DPRD sebagaimana
tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni “ DPRD
memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang dapat
divratkan sebagai berikut.
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1. Fungsi Legislasi

Yang dimaksud dengan Fungsi Legislasi adalah fungsi DPRD untuk
membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. DPRD sebagai lembaga
legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena
melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan wama dan karakter serta
kualitasnya baik secara material maupun fungsional.

Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan olei DPRD dapat
menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Suatu
peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila‘telah memenuhi berbagai syarat
tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ifii derigan baik akan sangat ditentukan
oleh tingkat pemahaman anggota legiSlatif terhadap apa yang menjadi aspirasi
masyarakat, kebutuhan daerah,\prosés pembuatan kebijakan serta pengawasan
atas kebijakan yang dihasiikan:

Pembuatan  “Pératuran Daerah adalah fungsi utama yang harus
dilaksanakan, eleh'DPRD. Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber
hukum, dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia akan tetapi
seringkali Peraturan Daerah ditempatkan sebagai peraturan biasa yang yang
menjabarkan pengaturan-pengaturan lanjutan terhadap kebijakan pemerintahan
nasional. Kenyataan seperti ini perlu diluruskam agar Peraturan Daerah
mendapatkan posisi sebagaimana dimandatkan secara konstitusional.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, DPRD dan Pemerintah
Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi seringkali pelaksanaan fungsi dan tugas

tersebut tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-
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undangan satu dengan yang lainnya. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu
memperhatikan kerangka bukum dan atay tata urutan peraturan perundang-
undangan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan
yang kerapkali terjadi. Dengan demikian diperlukan acuan hukum sebagai
dasar apabila terjadi pertentangan dalam pemberlakuan suatu Peraturan
Daerah.

Sejalan dengan hal di atas, maka Peraturan Daerah juga ikut serta dalam
menentukan arah pembangunan dan pemerintzhan di ' daerah karena ia
memberikan dasar dan batasan tentang bagaimana tata pemerintahan di
berbagai bidang di tingkat nasionalr miaupun ditingkat daerah harus
memperhatikan dan menghormati Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah
merupakan bagian dari sumber hukum. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah
Daerah bersama masyardkat, sipil harus menentukan prioritas bersama, bahwa
apa saja yang merupakan utama dan apa saja yang yang lebih merupakan
operasionalisasi.. Berdasarkan pada kerangka itu, maka sinkronisasi harus
dilakukén ‘secara kontinyu agar pertentangan dan dampak negatif kebijakan
publik dapat diminimalkan.

Selain itu, ada dua fungsi dari Peraturan Daerah sebagaimana
disampaikan oleh Djojosoekarto (2009: 2), yaitu: pertama, sebagai bagian dari
peraturan perundang-undangan dan kedus, menjadi dasar utama bagi
perumusan kebijakan pemerintahan serta pembangunan di dacrah. Agar kedua
fungsi ini dapat terpenuhi maka terdapat lima hal dasar yang harus diperhatikan

antara lain:
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a. DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahap awal perlu memahami apa arti
dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, karena Peraturan Daerah
bukan sekedar naskah yang dirumuskan oleh DPRD akan tetapi
merupakan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh semua pelaku tata
pemerintahan di daerah dengan kata lain peraturan daerah adalah kontrak
sosial pada tingkat daerah yang mengatur tentang aspek-aspek
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat lebih spesifik;

b. Peraturan Daerah merupakan produk perundang-undangan yang
mempertemukan berbagai kepentingan. ~Dalam” perumusan peraturan
daerah, DPRD dan Pemerintah Daerih,diharuskan memperhitungkan
kepentingan-kepentingan baik pada lingkup daerah, antar daerah maupun
tingkat nasional. Kemampuan peraturan daerah dalam mengakomodasi
kepentingan-kepentirigan\akan menentukan tingkat kepatuhan berbagai
pelaku terkait: Partisipasi dan proses penyusunan peraturan daerah
menentukan tingkat kelancaran pelaksanaannya.

c. Peraturan Daerah dirumuskan untuk dilaksanakan, namun DPRD dan
Pemerintah Daerah seringkali menghasilkan peraturan daerah tanpa secara
saksama merinci bagaimana peraturan dacrah akan dilaksanakan oleh
semua pelaku yang terkait. Selain itu, peraturan daerah juga juga
dirumuskan tanpa menyebutkan sanksi-sanksi bagi tindakan-tindakan
pelanggaran yang mengakibatkan peraturan daerah menjadi mandul dan
tidak memberikan manfaat bagi daerah dalam mengoptimalkan program-
program pemerintahan dan pembangunan. Seringkali jajaran Pemerintah
Daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan peraturan daerah sebab
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seluruh implementasinya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
daerah, padahal DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai
tanggungjawab yang sama terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan
daerah.

d. Secara umum terdapat saling keterkaitan antar Peraturan Daerah. Namun
demikian, terkadang dalam penyusunannya hubungan saling terkait antar
peraturan dacrah kurang diperhatikan. Ini terjadi karena'tidak mudah bagi
DPRD atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dokumentasi proses
yang merangkum risalah-risalah selama pengusunan peraturan daerah.
Kenyataan seperti ini tidak hanya mienyulitkan proses perumus dalam
mengingat kembali pertimbangan-pertimbangan politik yang disampaikan
untuk peraturan daerah tertentu.

e. Peraturan Daerah /" menentukan keberhasilan pemerintahan dan
pembangunan daerali karena merupakan alat transformasi atau perubahan
bagi daerah dalam mencapai sistem pemerintahan dan kinerja
pembangunan. Oleh karena itu peraturan daerah harus selalu
diperhitungkan dalam seluruh kebijakan dasar daerah terutama dalam
penentuan penggunaan sumber daya daerah untuk mendukung
pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum kebijakan publik di
daecrah. Melalui Peraturan Daerah maka pemerintah menetapkan program
pembangunan daerah, kemudian dari program pembangunan tersebut menjadi
acuan bagi program legislasi untuk pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan
Daerzh juga menjadi bentuk kontrak pemerintah terhadap upaya menciptakan
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kesejahteraan rakyat di daerah. Sebagai instrumen kebijakan publik maka
Peraturan Daerah merupakan bentuk formal dan mengikat program yang
dilaksanakan.

2. Fungsi Anggaran

Yang dimaksud dengan Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama-
sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD
yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan ‘hingsi, tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota. Fungsi anggaran merupakan salah satu
fungsi penting dari DPRD. Dengan demikian; DPRD perlu memahami
perbedaan fungsional dalam hal peniganggaran dibandingkan dengan
pemerintah daerah. Perbedaan-perbedaan” dasar yang menentukan tingkat
kerja penganggaran DPRD periu dijabarkan agar dapat meminimalisasi
ketidaksamaan persepsi fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah.
Fungsi anggaraw DPRD lebih bersifat politis dimana setiap pilihan
program/kegiatan yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (APBD) harus memperhatikan preferensi para pemilihnya. Dengan
demikian maka DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam
penganggaran antara lingkup kewenangannya sendiri dan kewenangan
pemerintah daerah.

Implementasi fungsi penganggaran dalam penyusunan APBD
mempertemukan ranah kewenangan antara DPRD dan Pemerintah Dacrah
namun ada beberapa aspek dalam penganggaran yang berada di daerah “grey
area” yang mengakibatkan kedua lembaga pemerintahan di daerah tersebut
bisa saling lempar tanggungjawab, berebut kewenangan ataupun bersama-
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sama menyepakati penyimpangan. Situasi ini dapat menimbulkan berbagai
akibat negatif bagi akuntabilitas penganggaran daerah. Oleh karena itu,
transparansi diantara keduanya dan kepada publik sangat diperlukan.
Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran mengajukan RAPBD
kepada DPRD yang berisi semua usulan program dan kegiatan berdasarkan
usulan masing-masing SKPD. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran
yang dibutuhkan dan DPRD harus mempunyai waktu untuk mengkaji dan
mempertimbangkan secara matang terhadap usulan® tersebut. Namun
demikian sering muncul beberapa persoalan dan betakibat “"moral hazards”

(yang terjadi karena memang sudah ada maksvd-maksud tertentu yang kurang

baik ) pada tahap ini baik dari pihak DPRI) antara lain:

1). RAPBD yang disampaikan©léh Pemerintah Daerah sangat terlambat
diterima oleh DPRD sehingga DPRD seringkali kesulitan untuk menilai
semua usulan;

2). RAPBD yang diusulkan menggunakan acuan minimal dalam penerimaan
dan_‘maksimal dalam pengeluaran sehingga potensi penerimaan tidak
tergali dengan baik;

3). Motivasi pengusulan anggaran oleh satuan kerja lebih banyak
berorientasi proyek daripada hasil sehingga usulan-usulan kegiatan saling
tumpang tindih antar SKPD yang pemanfaatannya bagi masyarakat
sangat kurang;

4). Banyak pengguna anggaran dalam hal ini SKPD terkadang melakukan
pendekatan dengan DPRD sebagai penyetuju anggaran agar menyetujui
anggaran yang diusulkan;
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5). DPRD terkadang memiliki kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan;

6). Kemauan dan kemampuan alat kelengkapan DPRD untuk mempelajari
secara mendalam dan menyeluruh tentang budget policy yang menjadi
tugas pokoknya dalam penganggaran masih relatif rendah dan belum
merata sehingga banyak kejahatan anggaran yang tidak terlihat dengan
baik dan lolos dalam usulan.

Dari berbagai permasalahan yang dicontohkan.di atas, diperlukan sikap
jujur dan transparansi yang dilandasi prinsip miat baik dari kedua belah pihak
yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah untuk ‘menjalankan amanat rakyat
sechingga RAPBD yang diusulkan, dibahas dan disahkan menjadi APBD
harus benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat.

3. Fungsi Pengawzasan

Yang dimaksud dengan Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD untuk
melakukan « pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan
daerahj\dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah, Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan
pengawasan eksternal. Berdasarkan obyeknya, pengawasan yang dilakukan

oleh DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, dibagi menjadi 3

(tiga) jenis yaitu: pertama, Pengawasan terhadap produk hukum dan

kebijakan daerah; kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan; kefiga, pengawasan

terhadap keuangan daerah.
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Produk hukum dan kebijakan yang menjadi obyek pengawasan meliputi
Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Bupati, Keputusan DPRD serta
Keputusan Pimpinan DPRD. Kata pengawasan sering disamakan dengan
istilah atau kata kontrol, supervisi, monitoring atau audit. Dalam konteks
DPRD, kata pengawasan berakar dari dari “oversight” yang berarti
pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka
aturan yang telah ditentukan. Jadi pengawasan oleh DPRD"ierhadap pihak
eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses .atau rangkaian kegiatan
pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap ‘pelaksanaan kebijakan
publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program
atau kegiatan yang dilakukan olel’ lembaga publik berjalan sesuai dengan
aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut, fungsi
pengawasan DPRD (bukan” saja merupakan sebuah proses untuk
memonitor/memantad kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan
sesuai rencana yang telah ditetapkan tetapi juga merupakan sebuah proses
untuk ‘melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah
dan mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah
pencegahan vyang efektif terhadap penyimpangan dalam proses
penyelenggaraan tata pemerintahan.

Unsur penting dalam pengefektifan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah
batasan tentang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus disepakati
dan ditentukan sebagai agenda dewan. Orientasi utama pengawasan DPRD
pun dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas politik
kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah.
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Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD tentu dapat melibatkan
masyarakat secara perorangan maupun kelembagaan. Peran masyarakat dapat
dilakukan dengan berbagai cara antara lain: pertama, berbagai masukan lisan
atau tulisan baik dalam bentuk saran, gagasan atau pun protes yang
memberikan dasar yang kuat bagi DPRD untuk meiakukan upaya
pengawasan publik. Kedua, DPRD juga dapat melakukan jajak pendapat
bersama masyarakat untuk mencari indikator sosial icthadap berbagai
kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan: Kefiga, masyarakat
juga dapat dilibatkan dalam kegiatan dengar penddpat yang dilakukan DPRD.

Berbagai bentuk peran masyarakat, tersebui mengindikasikan perlunya
pembangunan jaringan kerja oleh BPRD_Jaringan yang dimaksudkan untuk
mengefektifkan pengawasan dapat-dibangun baik di tingkat lokal, Dengan
jaringan kerja yang kuat, proses dan hasil pengawasan oleh DPRD akan
membawa hasil dan’ dampak yang berguna untuk perbaikan kebijakan
didaerah. Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan
untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang
berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan
serta pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, pengawasan DPRD perlu dilakukan baik secara internal
maupun cksternal. Jika DPRD ingin mendapatkan kredibilitas yang tinggi
dari publik maka pertama-tama harus melakukan pengawasan internal secara
ketat. DPRD perlu mengembangkan diri demi meningkatkan
ketanggunggugatannya terhadap publik. Dasar minimal yang perlu dibangun
adal kode etik yang harus dilaksanakan secara konsisten, dengan akuntabilitas
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yang kuat secara internal maka berbagai kegiatan pengawasan eksternal yang
dilakukan oleh DPRD akan mempunyai dasar yang kuat karena dihormati dan
diakui sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa. Pengawasan oleh DPRD
pada dasarnya diarahkan pada lembaga-lembaga publik yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program
pemerintahan serta pembangunan di daerah. Jadi pengawasan oleh DPRD
tidak hanya diarahkan pada eksekutif saja.

Dalam tata pemerintahan yang demokratis, berbagai'upaya yang dilakukan
DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan Harus mencerminkan prinsip
pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat/Rakyat dalam hal ini lebih luas
daripada sekedar konstituen atau pemilih. Rakyat diartikan sebagai lembaga
dan mencakup semua kekuatan\sosial, ekonomi dan politik yang ikut serta
dalam pelaksanaan kebijakan.peémerintahan dan pembangunan.

Pengawasan dilakikant melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh
DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat
penting, ‘sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (1989) dalam Chomzah
(2002: 27) yang mengatakan bahwa “Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh
dewan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun
peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi
Pancasila”.

Dengan demikian, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan

pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya  keserasian
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penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan
berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk
penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan
kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD
adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan
pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi
masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para
wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.
C. Konsep Kinerja
Kinerja pada dasamya dapat dilihat dari\2'(dua) segi yaitu kinerja pegawai
(per individu) dan kinerja organisasi Kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi ‘sédangkan kinerja organisasi adalah totalitas
hasil kerja yang dicapai suati_organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi
memilik: keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak
bisa dilepaskan dari_sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan
atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya

mencapai tujtian organisasi.

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang kemukakan oleh Rue
dan Byars (1981) dalam Pasolong (2007: 175) yang mengatakan bahwa “kinerja
adalah sebuah tingkat pencapaian hasil”. Sedangkan Widodo (2006) dalam
Pasolong (2007: 175) mengatakan bahwa “kinerja adalah melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil
seperti yang diharapkan”. Selain itu, Lembaga Adminstrasi Negara Republik

Indonesia yang disingkat LAN-RI (1993) dalam Pasolong (2007: 175)
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merumuskan bahwa “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi”. Konsep kinerja yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih
mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yanag cukup relevan
sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang
ingin dicapai.

Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakdn dengan istilah
yang lain yaitu job performance. Teori tentang job performance adalab teori
psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang‘s¢hingga ia menghasilkan
sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya, Menurut Prawirosentono (1992)
dalam Chomzah (2002: 16), “ kinerja_merupakan suatu hasil kerja yang dicapai
oleh seseorang atau kelompok eofang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secaradegal; tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan

etika”

Sejalan dengan hal diatas, Chaizi Nasucha (2004) dalam Pasolong (2007:
177) mengemukakan bahwa “kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas
organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan
dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan
meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai
kebutuhannya secara efektif”. Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan

bahwa kinerja mempunya beberapa elemen yakni:
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1). Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi yang artinya kinerja
tersebut merupakan hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau

kelompok;

2). Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan
tanggungjawab yang berarti orang atau lembaga tersebut diberikan hak atau
kekuasaan untuk ditindaklanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan

dengan baik;

3). Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal yang berarti dalam melaksanaan
tugas individu atau lembaga tentu saja harus/mengikuti aturan yang telah

ditetapkan;

4). Pekerjaan tidaklah bertentangan-dengen moral atau etika yang artinya selain
mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan yang tersebut

sesuai moral dan etika yang berlaku secara umum.

Analisis kinerja’merupekan suatu metode untuk memahami sejauhmana
kemajuan yang-dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan,
Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi svatu organisasi. Untuk
melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat
pencapaian suaty sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja

harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai
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dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun tahap setelab kegiatan selesai.

Dwiyanto (2006) dalam Pasolong (2007: 178) mengusulkan lima konsep

yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

Pertama, Produktivitas, yakni tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai
ratio antara input dengan output; kedua, Kualitas Layanan, yakni cenderung
menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi-pelayanan publik. Menurut
Dwiyanto, kepuasan masyarakat terhadap layanan-dapat dijadikan indikator
kinerja birokrasi publik karena keunturigannys adalah informasi mengenai
kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah; Ketiga,
Respansivitas, yakni kemampuan ' organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Secara singkat, responsiveness disini menunjukan keselarasan antara
programdan) kégiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik
dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan
antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki

kinerja yang jelek pula. Keempat, Responsibilitas, yakni menjelaskan apakah
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pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik
secara implisit atau eksplisit. Kelima, Akuntabilitas, yaim menunjuk pada
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat
politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik
dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi
publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang ‘dikembangkan oleh
organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal; séperti nilai-nilai dan norma yang
berlaki dalam masyarakat. Suatu~kegiatan organisasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatarn itu dianggap benar dan sesuai dengan
nilai dan norma yang berkemibang dalam masyarakat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengukuran tentang job
performance atauXinerja itu tergantung kepada jenis pekerjaannya dan tujuan dari
organisasi., Johnson dan Levin seperti dikutip dalam Widodo (2001) dalam
Chomzah (2002: 19) yang menyatakan bahwa “faktor-faktor yang bisa digunakan
dalam menilai kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan, kerja sama,
kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kerajinan,
kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan dan inisiatif’. Selanjutnya dijelaskan bahwa
kinerja dapat dilihat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, sampel dari suatu
tugas yang merupakan bagian dari pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk
mempelajari tugas, jumlah promosi yang pernah dilampaui, rating kelompok serta
rating atasan, schingga pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat
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dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi
(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk,
jasa, ataupun suatu proses.

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD

1. Faktor-faktor Pendukung Kinerja DPRD

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari
kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, ‘sehingga kajian
terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi
sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan-fungsi yang diemban oleh
lembaga legislatif daerah di era otonomi saaf,ini'sangat besar. Johnson dan Levin
seperti yang dikutip oleh Widodo (2001)"dalam Chomzah (2002: 30) menyatakan
bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang
yaitu:

1). Faktor individwua) yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik,
keinginanatau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman
kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.

2). Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis
latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya sesuai
dengan harapan masyarakat, disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor
penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Fried (1966) dalam
Chomzah (2002: 30) mengajukan 10 faktor yang menghambat berfungsinya
lembaga politik, termasuk di dalamnya lembaga legislatif dacrah (DPRD). Faktor-

faktor tersebut meliputi: informasi, keahlian, secial pawer, popularitas, legitimasi,
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kepemimpinan, kekerasan (violence), peraturan (rules), economic power, man
power dan jabatan (office). Sedangkan Curtis (1978) dalam Chomzah (2002: 30)
mengidentifkasi beberapa sumber kelemahan badan legislatif, yang meliputi
kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan,
kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada
di lembaga tersebut.

Selain itu, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi
dapat dijelaskan sebagai berikut (Pasolong 2008:186):

1. Kemampuan

Pada dasarnya, kemampuan menunit Robbins dalam Pasolong (Ibid)
adalah suatu kapasitas individu untuk-mengerjakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat-dilihat dari dua segi yaitu (1) kemampuan
intelektual yaitu kemampuai yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental,
dan (2) kemampuan fisiK yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan
tugas-tugas yang.menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. “Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robbins dalam Pasolong (2008:187),
adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk
tujuanorganisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu: (a) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap orang
menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, (b) pengaruh lingkungan
sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-
mata hanya mengejar penghasilan saja tetapi juga mengharapkan penghargaan

oleh orang lain.
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3. Teknologi

Teknologi menurut Gibson dkk dalam Pasolong (2008:188), adalah
tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari
objek atau ide. Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan
oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal
untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.

4. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu fakier penentu dalam pencapaian
kinenja. Oleh karena orang yang tidak mengetahui.dengan jelas tujuan pekerjaan
yang hendak dicapai, maka tujuan yangtercapai tidak efisien dan atau kurang
efektif. Widodo dalam Pasolong (fbid),”mengatakan bahwa seorang pemimpin
birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah
dan menentukan pula kriteria Kinerjanya.

Selain dari ‘pada’itu, Sekretariat DPRD juga mempunyai peranan yang
penting dalam ‘mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD karena
Sekretariat_DPRD berfungsi sebagai perangkat pendukung DPRD dalam
menjalankan tugas, wewenang maupun fungsinya, oleh karena itu Sekretariat
DPRD harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak
yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

2. Faktor-faktor Penghambat Kinerja DPRD

Di samping beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja DPRD,

ada pula beberapa faktor yang merupakan penghambat peningkatan kinerja DPRD
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1. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas bagi anggota DPRD, sehingga
menghambat mereka dalam menghadiri rapat-rapat yang
dilaksanakan maupun sejumlah kegiatan lain yang menjadi rutinitas
setiap harinya.

2. Keterbatasan data dan informasi untuk mengetahui perkembangan-
perkembangan terkini untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka
dalam hal im akses internet dan sebagainya.

3. SKPD pendukung dalam hal ini Sekrvetariat DPRD tidak
melaksanakan tugasnya dengan baik'dalam menjalankan tugas
kesekretariatannya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnyayang dilaksanakan oleh dua orang peneliti yakni
Chomzah (2002) Mahasiswi” Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Hadi
(2004) Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Yang menjadi acuan dalam
penelitian yang dilaksanakan adalah masih mengacu pada Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, yang dipakai oleh
penulis dalam penulisen ini adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang mana banyak
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk penyempurnaan Undang-undang
dimaksud.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut, memiliki
indikator kinerja yang sama yakni lima konsep Dwiyanto (2006) dalam Pasolong
(2008: 78) antara lain: produktifitas, responsivitas, responsibilitas kualitas layanan

maupun akuntabilitas tetapi hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kinerja
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DPRD masih sangat rendah, dan juga buruk, serta kinerja DPRD gagal dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
melanjutkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya pada DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara.
F. Kerangka Berpikir

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya.
Dalam hal int pemerintahan daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan
kepahaman mengenai potensi dan kebutuhan daefah. Pengetahuan terhadap
potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya
tanggap dalam pelayanan publik di dacrah masing-masing, sehingga pelayanan
publik yang dihasilkan juga semakinn memenuhi permintaan dan kebutuhan
daerah.

Dengan adanya,Otonomi Daerah, otomatis daerah dibertkan kewenangan
untuk mengurus dan imengatur rumah tangganya sendiri. Unsur penyelenggara
Pemerintahan'di dacrah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Sebagai lembaga
pemegang amanat rakyat yang memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPRD di tuntut untuk dapat menjalankan
tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik sebagai representasi dari perwakilan
rakyat yang diwakilinya.

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu kinefja pegawai
(per individu} dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi
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memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak
bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan
atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya
mencapai tujuan organisasi.

Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana
kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan-miSi suatu organisasi. Untuk
melakukan analisis kinerja organisasi publik;\diperiukan indikator kinerja, baik
yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja
harus merupakan sesuatu yafig dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai
dasar untuk menilai ataudnelihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut
Dwiyanto dalam Pasolong (2007:178) adalah produktifitas, kualitas layanan,
responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Namun yag digunakan dalam
penulisan ini adalah tiga diantaranya yakni produktifitas, responsibiltas dan

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dan
kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kirerja lembaga ini menjadi
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sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh
lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain Sifat-sifat
kepribadian, motivasi‘keinginan, pendidikan dan peranan Sekretariat DPRD, serta
faktor-faktor teknis lainnya sedangkan faktor-faktor yang menghambat antara lain
kurangnya fasilitas kendaraan, keterbatasan data dan informasi, dan SKPD

pendukung tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bagan 2.1. Kerangka Befpikir

UU 32 Tahun 2004
(Otonomi Daerah)

v

Lembaga Legislatif (DPRD)
1. Fungsi Dégisiasi
2. Fungsi Apggaran
3. . Fungsi Pengawasan

=

Faktor-faktor Pendukung

1. Sifat-sifat Kepribadian
Motivasi/Keinginan
Pendidikan

Peranan Sekretanat DPRD

7

Elb il
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BAB III
METODE PENELITIAN

A, Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha menjelaskan
suatu realitas secara lebih mendaiam dan terfokus dan dari potret realitas tersebut
maka dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara tehiti’dan mendalam
(Jrawan, 2010: 4.38). Selain itu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian
berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Metode deskriptif memungkinkan
peneliti untuk memilih satu objek penpelitian untuk dikaji secara mendalam dan
bukan hanya membuat peta umupr dari 6bjek penelitian tersebut.

Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai guna memperoleh
ketepatan dengan metode/deskriptif ini adalah secara kualitatif. Menurut Moleong
(2004) dalam Hadi, (2004: 45) penelitian kualitatif lebih menghendaki arah
bimbingan\penyusunan teori substantif dari data. Alasannya pertama, tidak ada
teori aprion yang dapat mencukupi kenyataan ganda yang mungkin dihadapi,
kedua, pendekatan ini mempercayai apa yang dilihat sehingga 1a berusaha untuk
sejauh mungkin menjadi netral, ketiga, teori dasar lebih dapat responsif terhadap
nilai-nilai kontekstual.

Terkait dengan judul penulisan ini yaitu Analisis Kinerja DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah maka penulis telah
mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD serta faktor-faktor pendukung
maupun penghambat kinerja DPRD yang disajikan dalam Bab IV.
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B. Subyek Penclitian/Narasumber/Responden

Subyek penelitian menurut Amirin (1986) dalam Idrus (2009: 91)
merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan,
sedangkan Arikunto (1989) dalam Idrus (2009: 91) memberi batasan subyek
penelitian sebagai benda, hal atau tempat data untuk variabel penelitian melekat
dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian memiliki
peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian, itulah data tentang
variabel yang penelitian akan diamati.

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah
responden, yaitu orang yang mermberi respons‘atds suatu perlakuan yang diberikan
kepadanya. Dalam penelitian kualitatif-subyek penelitian atau responden dikenal
dengan istilah informan.

Sumber data dalani penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara, pihak eksekutif, masyarakat umum, akademisi, dan
penulis sendiri selaku staf pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara. Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka
teknik pemilihan sumber data yang digunakan adalah snow ball yang artinya dari
seluruh sumber data dipilih sumber data tertentu yang dianggap mengerti
permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang terpilih tersebut disebut
key informan.

Dengan demikian yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah
orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat dalam kinerja DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014. Mereka yang terpilih sebagat
key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Ketua DPRD
2. Sekretaris Daerah
3. Akademisi
4. Ketua BEM STIS Langgur
5. Masyarakat Umum
Mereka itu adalah merupakan informan/narasumber kunci yang
diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan
penelitian. Selain informan kunci, juga ditambahkan informan biasa yang

diharapkan bisa memberi informasi tambahan bila diperlukan,

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitiap ini‘adalah kinerja DPRD. Dalam era
otonomi daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah diharapkan dapat
menunjukkan kinerja sesuai depgan tugas pokok, peran dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku., Dengan demikian, yang menjadi fokus adalabh
pelaksanaan Fungsi-fungsi DPRD yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan

Fungsi Pengawasan.

D. Instrumen Penelitian
Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai fakta yang ada kepada
semua pihak dan menemukan makna dibalik fakta yang ada maka instrumen yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Pedoman Wawancara;
Pedoman wawancara dilakukan dengan pihak yang dipandang
dapatmemberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
DPRD sebanyak 20 orang antara lain: Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,
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Ketua-ketua Komisi, Ketua-ketua Badan, Ketua-ketua Fraksi, Sekretaris
DPRD, Eksekutif, Kepala Bagian Umum dan Persidangan, Akademisi, Ketua
BEM, dan Masyarakat Umum.
2. Pedoman Observasi,

Pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis ke lapangan dilakukan
dalam rangka penelusuran data dan melengkapi data yang kaitannya dengan
permasalahan penelitian yang meliputi kinerja DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara dalam hal ini pelaksanaan 3 (tiga) fungst\DPRD yakni fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasdn déngan obyek observasi
pada lokus penelitian (DPRD Kabupaten” Maluku Tenggara). Mengingat
penulis merupakan staf pelaksana~pada Sekretariat DPRD dalam hal ini
pelaksana pada Bagian Umum dan Persidangan, maka secara tidak langsung
penulis melaksanakan qbservasi setiap hari jika ada pelaksanaan rapat-rapat
baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat maupun rapat fraksi-

fraksi.

E. Prosedur Pengumpulan Data
Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Menentukan subjek penelitian;
2. Memilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data;
3. Mengurus izin peneliian dari Badan Kesbangpol dan Linmas

Kabupaten Maluku Tenggara untuk kelancaran pengumpulan data;
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4. Menginventarisir berbagai dokumen tentang kinerja DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengacu pada permasalahan
penelitian ini dan selanjutnya memanfaatkan informan guna
mendapatkan data yang akurat dan mendalam untuk mengetahui
kineja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pedoman

wawancara maupun pedoman observasi.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, semua data dianalisis, secara deskriptif dengan
menggunakan model analisis interaktif yang” dikembangkan oleh Miles dan
Huberman (1994) yang dikutip dalam/Hadi (2004:50). Teknik analisis interaktif
ini terdiri dari empat komponen/analisis  yaitu: pengumpulan data, reduksi data,

sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Bagan 3.2
Skema Miles dan Hubermen
Data collection j Data Display
. Data
Data Reduction Draving/Varipiying

Sumber: Miles dan Huberman (1994).
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini
menyimpulkan bahwa:

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat telah menunjukkan suatu
kinea yang maksimal, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan sudah baik. Hal
ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan fungsi
anggaran, dan pelaksanaan fungsi pengawasdn yang dikaitkan dengan indikator
kinerja birokrasi publik berdasarkan-kons¢p Dwiyanto yakni Produktifitas,
responsivitas, responsibilitas, kualitas’layanan dan akuntabilitas.

Dari pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah
memenuhi konsep produkiifitas yakni terlihat produk hukum yang dihasilkan
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selain Peraturan Daerah tersebut merupakan
hasil rancangan-(inisiatif) dari pihak eksekutif maupun dari hak uvsul insiatif
DPRD sendiri yang melihat kebutuhan rakyat kecil.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara sudah terlaksana seperti yang diharapkan dan telah memenuhi
konsep responsivitas karena DPRD mengerti dan memahami keinginan
masyarakat dengan melaksanakan pengawasan ke ohoi-ohoi (desa) maupun
melalui rapat dengar pendapat umum antara DPRD dengan masyarakat umum
yang dilaksanakan pada tingkat Komisi sesuai dengan mitra keganya masing-
masing yang didalamnya menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang
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perlu penanganan segera. Jika dalam pelaksanaannya perlu dilakukan on the spot
ke lokasi yang bermasalah maka DPRD akan melaksanakan kunjungan lapangan
selain daripada Pengawasan yang telah ditetapkan dalam tata Tertib DPRD.

Pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD telah dijalankan
sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, dan memenuhi konsep
akuntabilitas karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah
berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan-anggaran yang
berlaku dan penetapan besaran pajak dan retribusi terhadap rakyat kecil
disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh-mereka

Faktor-faktor pendukung kinerja DPRI} antara lain sifat-sifat kepribadian,
motivasi/keinginan dan pendidikan terayata junga memiliki dampak positif dalam
peningkatan kinerja DPRD, selain itu pula faktor-faktor penghambat kinerja
DPRD memang ada tetapi~relatif kecil dan tidak membawa pengaruh yang
signifikan terhadap pelayanan masyarakat maupun peiaksanaan tugas pokok dan

fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan temuan dalam penelitian ini,
maka dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
dengan ini disarankan hai-hat sebagai berikut.

Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam hal ini fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, agar DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan lebih mengoptimalkan
pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, sehingga masyarakat yang menikmati hasil

dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka tersebut merasa bangga bahwa
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walaupun sebagai masyarakat kecil tetapi diperhatikan. Selain itu pula agar DPRD
senantiasa menjadi lembaga tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak
memandang kepentingan, suku, agama, ras maupun status sosial lainnya yang
dapat membawa akibat penilaian negatif dan rakyat sebagai konstituen yang
diwakilinya dengan memenuhi indikator kinerja birokrasi publik antara lain

produktifitas, responsivitas dan akuntabilitas.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana Badan Legislasi DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara telah melaksanakan tugasnya sejak dilantik dari tahun
2009 hingga sekarang ini ?

2. Menurut Bapak/lbu hak-hak apa saja yang sudah dilaksanakan DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara dan hak-hak apa saja yang belum ?

3. Menurut Bapak/lbu bagaimana kinerja DPRD, ‘Kabupaten Maluku
Tenggara terutama pelaksanaan Fungsi Anggaran ?

4. Menurut Bapak/Ibu apakah di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pernah
dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat”Umum dalam rangka membahas
permasalahan-permasalabhan| /“yang terjadi dalam penyelenggaran
Pemerintahan maupun dalam masyarakat ?

5. Menurut Bapak/Ibu-apakah pelaksanaan on the spot dilapangan pernah
dilaksanakan jika dalam perkembangan rapat diperlukan untuk meninjau
langsung lokasi atau proyek yang dianggap bermasalah ?

6. Menurut pengamatan Bapak/lbu apakah Badan Legislasi DPRD telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang
sebenarnya ?

7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja Badan Legisiasi jika dilihat dari
segi produktifitas ?

8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja Badan Legislasi sesuai dengan

yang dijalankan selama ini ?
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9. Menurut Bapak/Ibu apakah DPRD melakukan on the spot terhadap
proyek-proyek yang dibiayai oiech APBD ?

10. Menurut Bapak/Ibu apakah DPRD pernah melakukan kunjungan kerja
(pengawasan) ke Kecamatan ataupun Ohoi ?

11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja DPRD jika dilihat dari segi
responsivitas ?

12. Menurut Bapak/lbu bagaimana kineja DPRD jika' dilihat dari segi
akuntabilitas ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapannyd terhadap besaran retribusi
yang disetor ke kas daerah ?

14. Apakah sifat-sifat kepribadian~ dapat” mempengaruhi kinerja Anggota
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ?

15. Apakah motivasi/keiniginan’ dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD
Kabupaten Malulal Tenggara ?

16. Apakah tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
dalam micnunjang pelaksanaan tugasnya sudah baik ?

17. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pernah mengikuti
pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk menunjang
pelaksanaan tugasnya ?

18. Apakah Sekretariat DPRD telabh menjalankan peranannya dengan baik
untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ?

19. Apakah Staf Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik ?

20. Apakah pihak Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki keseriusan untuk
menyelesaikan tugas-tugasnya ?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Alex Welerubun, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Perumahan Ketua DPRD

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Sejauh mana Badan Legislasi DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara telah melaksanakan tugasnya-sejak dilantik
dari tahun 2009 hingga sekarang tabun 2012 ini ?

Jawaban : Tugas legislasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh

DPRD Kabupaten Maluku.” Tenggara dengan
ditetapkannya sejumlah~Rincangan Peraturan Daerah
baik yang berasal dari/Pemerintah Daerah, maupun
berdasarkan hak _imisiatif’ DPRD menjadi Peraturan
Daerah Kabupatén\Maluku Tenggara. Namun demikian,
diharapkan agar kedepannya DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara lebih, bertanggungjawab dalam pelaksanaan
tugas dan ngsinya dengan baik dalam menjawab
berbagaistuntutan masyarakat yang diwakilinya melalui
program-program kebijakan yang mesti dilaksanakan™.

2. Pertanyaan :\(&lak‘hak apa saja yang sudah dilaksanakan DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara dan hak-hak apa saja yang
belum ?

Jawaban : Semua hak-hak DPRD telah dilaksanakan dengan baik

termasuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
berdasarkan hak usul inisiatif DPRD. Mekanismenya
pun telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi harus
lebih ditingkatkan lagi karena saya melihat Anggota saya
cukup bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas
yang diberikan

3. Pertanyaan : Apakah Bapak bersama Anggota lainnya bersungguh-
sungguh untuk menyelesaikan agenda yang ditetapkan?

Jawaban ; Setiap agenda DPRD yang kami tetapkan per tahun
untuk diselesatkan dalam bal ini lewat Badan
Musyawarah untuk dilaksanakan sebagai agenda DPRD
setiap tahun anggaran, baik pelaksanaan Rapat-rapat
DPRD, Rapat Komisi dan Rapat Badan-badan lain,
maupun bersama pihak Eksekutif untuk sejumlah
pembahasan-pembahasan memiliki target waktu yang
sudah kami sepakati sechingga jarang sekali meleset
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daripada waktu yang telah kami sepakati, sehingga tidak
ada agenda yang terlewatkan atau tidak diselesaikan.
Kita adalah wakil rakyat, nasib rakyat Maluku Tenggara
ada di tangan kita, jika kita tidak bersungguh-sungguh
untuk menyelesaikan tanggungjawab kita maka apa yang
harus kita katakan kepada mereka?”

Langgur, 19 Oktober 2012

Narasumber,

Alex Welerubun, SH
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Abdul Gani Renleeuw, ST

Jabatan . Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara/Wakil
Ketua Badan Anggaran
Alamat : Jalan Tengiri Perumnas

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara terutama
pelaksanaan fungsi anggaran?
Jawaban : Tahapan dalam siklus anggaran ‘yaitu tahap penyusunan

atau pernecanaan anggaran,-tahap pelaksanaan anggaran
maupun tahap pertangungjawaban anggaran, DPRD
Kabupaten Maluku ,Teriggara dalam hal ini Badan
Anggaran, telah melaksanakan fungsinya dengan baik
sesuai dengan <prosedur yang berlaku bersama-sama
dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak eksekutif

Langgur, 20 Oktober 2012

Narasumber,

A.G. Renleeuw, ST
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : H. J. S. Dumatubun
Jabatan : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat . Jalan Telaver Langgur

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Apakah di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

dilaksanakan Rapat Dengar Pendapai-.dalam rangka
membahas permasalahan yang terjadi ?

Jawaban : Pelaksanaan rapat dengar pendapat.yang terjadi selama
ini pada tingkat Komisi, selain dengan SKPD mitra, juga
masyarakat dilibatkan terkiit/dengan berbagai macam
persoalan yang ferjadi untik-penyelesaiannya

4. Pertanyaan : Jika dalam pemabaliasan, sering dilaksanakan on the spot
di lapangan umtuk ineninjau langsung lokasi yang
dipermasalahkaan misalnya proyek-proyek dsb?

Jawaban : Kunjungan kerja lapangan memang sering dilaksanakan
oleh Komisi“dalam rangka meninjan secara langsung
pelaksanaan pembangunan yang memakai biaya dari
APBD);. dan hal ini perlu dilaksanakan agar tidak terjadi
hai-bal”yang merugikan kita bersama, terutama rakyat
yang menikmati pembangunan tersebut

Langgur, 20 Oktober 2012

Narasumber,

H.J.S. Dumatubun
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Agustinus Jaftoran

Jabatan : Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara
Alamat : Belakang Dragon Lama Ohoijang

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Apakah sifat-sifat dan kepribadian dapat.mempengaruhi
kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : Sifat-sifat dan  kepribadian \ memang  dapat

mempengarvhi seseorang untuk.bertindak sesuai dengan
apa yang ada dalam pikirannya, dan hal itu dikembalikan
kepada pribadi masing-niasing orang, bagaimana dan
dari segi mana, ‘dia , melihat pentingnya sebuah
tanggungjawab yang harus dia selesaikan.

Langgur, 22 Oktober 2012

Narasumber,

Agustinus Jaftoran

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. Heribertus Letsoin

Jabatan : Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara

Alamat : Langgur

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan . Apakah sifat-sifat dan kepribadian ddpat mempengaruhi
kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : Memang tidak selamanya “sifat-sifat kepribadian

seseorang turut mempengaruhi, mereka untuk bertindak,
ataupun melakukan sesuatu ~hal sebagai bentuk
tanggungjawabnya, terkadang apa yang dia laksanakan
adalah tuntutan dariorganisasi yang bersangkutan.

Langgur, 22 Oktober 2012

Narasumber,

Ir. Heribertus Letsoin

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Amir Rumra, §. Pi

Jabatan : Ketua Fraksi Suara Rakyat DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara
Alamat : Mangon, Kota Tual

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 23 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Apakah sifat-sifat dan kepribadian dapat-mempengaruhi
kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluka Tenggara?
Jawaban : Untuk hal ini saya kira dikembalikan kepada diri pribadi

kita masing-masing untuk~melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang dipercayakan kepada kita, secara
umum saya melihat, ‘baliwa” setiap Anggota DPRD
memiliki kepribadidn yang berbeda-beda, tetapi untuk
pelaksanaan tugas selarpa ini saya melihat bahwa mereka
berkepribadian-baik.

Langgur, 23 Oktober 2012

Narasumber,

Amir Rumra, S. Pi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : M. Notanubun, S. Pd

Jabatan : Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku
Tenggara

Alamat : Perumahan Pemda

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 23 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Apakah motivasi/keinginan dapat mempengaruhi kinerja
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : 25 Anggota DPRD berarti ada 25\motivasi untuk apa

kita hadir di Dewan ini, ada-yang punya motivasi positif
ada pula yang kita _tiddk’ tahu apa sebenarnya
motivasinya, tetapi apapun-motivasinya, sepanjang ini
kita telah bersama nierenina tanggungjawab besar yang
diberikan oleh rakyat untuk kita dapat memperjuangkan
aspirasinya di~-gedung DPRD yang terhormat ini, dan
saya melihat” bahwa hampir keselurvhan memiliki
motivas} yang-positif.

Langgur, 23 Oktober 2012

Narasumber,

M. Notanubun, S. Pd

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Abd. J. Rahayaan, SE

Jabatan : Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Fiditan, kota Tual

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Apakah motivasi/keinginan Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara adalah motivasi yarg baik?
Jawaban : Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ini,

dimana kita telah melaksanakan ‘tugas dan kewajiban
kita sebagai representasi .dan / Masyarakat Maluku
Tenggara selama kurang lebih)3 tahun ini, saya melihat
bahwa motivasi yang dimiiki oleh masing-masing
Anggota DPRD adalah“ motivasi yang baik, karena
walaupun seringkali “dalam rapat-rapat kita berbeda
pendapat antara saiu' dengan yang lainnya tetapi itu
semata-mata--hanya mekanisme saja yang sedang
berlangsung;~tetapi tujuannya adalah untuk nasib rakyat
yang Kita wakili ini.

Langgur, 24 Oktober 2012

Narasumber,

Abd. J. Rahayaan, SE

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : B. Rettob, S. Sos

Jabatan :  Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Werlilir ' N
Tempat Wawancara : Xantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Apakah tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara dalam menurjang pelaksanaan
tugasnya sudah baik?
Jawaban : Tingkat pendidikan Anggota DPRD} Kabupaten Maluku

Tenggara saat ini dilihat dari\segi pendidikan formal
maka dapat dikatakan bahwa sudah lebih dari pada baik
karena dari 25 Anggota/DPRD hanya 6 Anggota saja
yang berpendidikan /SIU'TA, malahan lebih banyak
berpendidikan Safjana'(3-1).

1. Pertanyaan : Apakah mereka juga sudah mengikuti diklat, bimtek atau
semacam workshop untuk menunjang pelaksanaan
tugasnya?

Jawaban : SelunihnAnggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,

selain‘memiliki bekal pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh partai dimana mereka berasal, juga
mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan di
DPRD sendiri baik lewat Bimbingan Teknis maupun
Study Komparasi yang dilaksanakan di luar daerah.

2. Pertanyaan : Apakah Sekretraiat DPRD telah menjalankan
peranannya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan
tugas, wewenang maupun fungsi DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara?

Jawaban : Selama saya ada di lembaga yang terhormat ini, saya
melihat bahwa Sekretariat DPRD dibawah Pimpinan
Sekwan (Sekretaris Dewan) telah menjalankan tugas dan
fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku walaupun terkadang ada keterlambatan-
keterlambatan dalam penyampaian undangan ataupun
keterlambatan dimulainya rapat, tetapi tidak ada hal yang
serius yang harus ditakutkan karena saya yakin mereka
dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Pertanyaan : Apakah staf Bapak juga menjalankan tugasnya dengan
baik?
Jawaban : Saya bersama-sama dengan Pegawai saya, telah

menjalankan tugas kami semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaksanaan

tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tenggara meskipun terkadang dalam pelaksanaan tugas
kami, sering ada teguran-teguran dari Pimpinan maupun
Anggota DPRD tetapi itu semata-mata untuk
kedepannya kami dapat memberikan yang lebih baik lagi
dan puji Tuhan, selama hampir lebih dari 4 tahun sejak
saya dipercayakan sebagai Sekwan disini kami telah
memberikan apa yang seharusnya kami lakukan demi
pencapaian visi misi kami

Langgur, 24 Oktober 2012

Narasumber,

B. Rettob, S. Sos

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Id. Ch. Renoat, BA

Jabatan : Kabag Umum dan Tata Usaha Sekretariat DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Tual

Tempat Wawancara ; Sckretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 25 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, apakah
Angggota DPRD pernah melaksanakan semacam studi
banding atau hal serupa?
Jawaban : Memang benar bahwa dalam\, setahun, kita biasanya

mengikuti Bimbingan Teknis maupun Studi Komperasi
yang dilaksanakan di <lvar. daerah seperti di Ibukota
Negara maupun daerah+daerah lain yang dianggap dapat
menjawab  berbagai “kebutuhan informasi maupun
pengetahuan yang ingin kita gali.

Langgur, 25 Oktober 2012

Narasumber,

Id. Ch. Renocat, BA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : P.B. R. Rahayaan, SH

Jabatan : Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku
Tenggara
Alamat : Langgur

Tempat Wawancara : Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, apakah“Badan Legislasi
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah ' melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai demgan mekanisme yang
semestinya?

Jawaban : Sejauh ini menurut apa yang ferjadi dilapangan bahwa

kami dari pihak eksekutif-dalam hal ini Tim Teknis
Penyusunan Rancargan  Peraturan Daerah (Ranperda)
bersama-sama defiganvDPRD telah melaksanakan apa
yang menjadi- tugas dan tanggungjawab kami yakni
bersama-sama” membahas Ranperda yang selanjutnya
melewati proses’dan tahapan dalam rapat bersama untuk
kemudian °ditetapkan sebagai Peraturan Daerah
Kabupaten” Maluku Tenggara. Selain Ranperda yang
karm /sampaikan dalam hal ini dari pihak eksekutif,
DPRD juga mengusulkan Ranperda berdasarkan hak usul
insiatif DPRD.

Langgur, 29 Oktober 2012

Narasumber,

P.B.R. Rahayaan, SH

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41628 pdf

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber : M. Matdoan, S. Sos

Jabatan : Akademisi STIS Mutiara Langgur
Alamat : BTN Tual )
Tempat Wawancara : Kampus STIS Mutiara Langgur
Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, bagaimana kinerja DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara jika (dilihat dari segi
produktifitas?
Jawaban : Menurut pengamatan saya selama\beberapa tahun ini

terutama dari tahun 2010 hingga saat ini, jika kinerna
Badan Legislasi dikaitkan, déngan dimensi produktifitas
maka DPRD Kabupatetr- Maluku Tenggara telah
memenuhi  konsep, 4ersebut. Hal ini terbukti dengan
adanya Penetapan’ Peraturan Daerah berdasarkan hak
usul Inisiatif ~DPRD yang pada dasarnya merupakan
Peraturan Daefah yang memihak kepada rakyat kecil
sebagai , contoh” Peraturan Daerah tentang Budidaya
Rumptt Laut.

Langgur, 29 Oktaber 2012

Narasumber,

M. Matdoan, S. Sos

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : E. U. Safsafubun, S. Ip

Jabatan : Ketua Badan Legislasi DPRD Kab. Maluku Tenggara
Alamat : Langgur

Tempat Wawancara : DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Bagaimana kinerja Badan Legislasi sesuai dengan apa
yang telah Bapak jalankan selama ini?
Jawaban : Badan Legislasi selama ini telah melaksanakan tugas

kami sebagaimana yang diamatiatkan Undang-undang.
Pada tahun 2013 nanti _kami, telah mengusulkan
Rancangan Program Legisiasi Dderah untuk ditetapkan
sebagai Prolegda dalam/-hal ini mengusulkan 30
Rancangan Peraturan Dacrah yang mana 15 dari
eksekutif dan 15.dari hak usul inisiatif DPRD. Semoga
kami bisa mencapai target yang ditetapkan”.

Langgur, 30 Oktober 2012

Narasumber,

E. U. Safsafubun, S. Ip

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : P. Remetwa, ST

Jabatan : Kepala Dinas PUP2E Kab. Maluku Tenggara
Alamat : Langgur

Tempat Wawancara : Dinas PUP2E Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 31 Oktober 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Apakah DPRD Maluku Tenggara biasanya melakukan
on the spot terhadap proyek-proyek AEBD?
Jawaban : Sebagai SKPD yang menangani berbagai proyek APBD

di Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini kami
sebagai mitra kerja Komisi-C,\jika dalam pengamatan
kami ada proyek-proyek APBD yang dinilai tidak sesuai
maka kami bersama-saima Komisi selalu melaksanakan
kunjungan lapangancke’ 10kasi yang bersangkutan. Jika
dalam perkembarigan “di lapangan ditemukan hai-hal
yang tidak sesuai maka kontraktor dari proyek yang
bersangkutanakan diundang oleh Komisi untuk
memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat.

Langgur, 31 Oktober 2012

Narasumber,

P. Remetwa, ST

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : J. Silubun
Jabatan : Masyarakat Ohoi Hollat Kec. Kei Besar Utara Timur
Alamat : Oboi Hollat

Tempat Wawancara : Ohoi Hollat
Tanggal Wawancara : 01 November 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, apakah DPRD Maluku
Tenggara biasanya melaksanakan(| “kunjungan ke
kecamatan?
Jawaban : Setahu saya, Anggota DPRD biasanya melaksanakan

kunjungan ke ohoi (desa) saya inidalu berdialog dengan
anggota masyarakat menanyakan tentang perkembangan
desa kami maupun seputar/pelaksanaan proyek yang ada
di desa kami karena‘di’ohoi kami ini medannya sangat
sulit karena batisbatybesar dan banyak tanjakan
sehingga seringkali proyek jalan maupun jembatan tidak
sesuai dengan-apa yang kami harapkan, maka kami bisa
menyampaikirr apa yang kami lihat untuk seterusnya
Dewan menyikapinya.

Langgur, 01 November 2012

Narasumber,

J. Silubun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : K. Heatubun, S. Sos

Jabatan : Ketua BEM STIS Mutiara Langgur
Alamat : Ohoi Hollat

Tempat Wawancara : Kampus STIS Mutiara Langgur
Tanggal Wawancara : 02 November 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : 1. Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara jika
dilihat dari segi responsivitas?
2. Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara jika
dilihat dari segi akuntabilitas?
Jawaban : 1. Sebagai seorang mahasiswa juga tidak terlepas

sebagai anggota masyarakat maka menurut saya jika
ditinjau dan ségi” responsivitas dalam hal ini
pengenalan akan kebutuhan masyarakat maka saya
kirn DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah
melaksanakan hal itu. Sesuai pengamatan saya,
DPRD | selain melakukan pengawasan terhadap
jalannya’ Pemerintahan, mereka juga tidak lupa
bertukar pikiran dengan masyarakat kecil di pedesaan
untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi persoalan
mereka yang membutuhkan bantuan dari wakil
mereka itu.

2. Jika ditinjau dari aspek akuntabilitas, maka saya kira
DPRD pun sudah memenuhi persyaratan
akuntabilitas  karena ~mereka merasa  ikut
bertanggungjawab terhadap apa yang dirasakan oleh
masyarakat. Hal ini terbukti dengan pungutan
retribusi  terhadap masyarakat kecil  yakni
menyesuaikan dengan latar belakang sosial mereka
sehingga tidak membebankan masyarakat. Contohnya
retribusi tempat usaha di pasar, pungutannya relatif
kecil sehingga masyarakat tidak merasa keberatan”.

Langgur, 62 November 2012

Narasumber,

K. Heatubun, S. Sos

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : [Ir. P. Beruatwarin, M. Si
Jabatan . Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara
Alamat :  Perumahan Sekda Langgur

Tempat Wawancara : Ruangan Sekda Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 05 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah dalam pembahasan Anggaran,
DPRD Maluku Tenggara telah melaksanakannya sesuai
dengan mekanismenya?

Jawaban : Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun DPRD

selama ini telah melaksanakan apa/yang menjadi tuntutan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ikut
bersama-sama dalam “ _inembahas RAPBD untuk
selanjutnya ditetapkan” sebagai APBD, sesuai dengan
mekanisme sebagaiman2 ‘mestinya. Walaupun terkadang
dalam pembahasan sering terjadi perbedzan pendapat
baik oleh pihdk eksekutif maupun DPRD tetapi pada
akhirmya dapatterselesaikan dengan baik mengingat
kepentingan umum yang diutamakan

2. Pertanyaan : Apakah pihak eksekutif dan legislatif mempunyai target
untuk menyelesaikan agenda yang ditetapkan?
Jawaban : \Pemerintah Daerah dalam hal ini kami beserta DPRD

mémpunyai komitmen untuk bisa menyelesaikan
sejumlah agenda yang ditetapkan oleh DPRD baik untuk
kepentingan rakyat kecil maupun demi kelancaran proses
penyelenggaraan roda Pemerintahan di daerah. Satu hal
yang membuat kami merasa berkewajiban moral untuk
memberikan yang terbaik bagi rakyat adalah budaya kita
yaitu falsafah “Ain Ni Ain” yakni memiliki suatu ikatan
yang mendalam dengan mereka bahwa masyarakat
adalah bagian dari kita, jika kita tidak memperhatikan
mereka maka siapa lagi?”

Langgur, 05 November 2012

Narasumber,

Ir. P. Beruatwarin, M. Si

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : J. Sikteubun, S. Sos

Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Maluku
Tenggara
Alamat : Ohoijang

Tempat Wawancara : Kantor Bakesbangpol & Linmas Kab. Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 06 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah Sekretariat DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara telah melaksanakan tugasnya dengan
baik?

Jawaban : Sejauh ini menurut pengamatan kami, Sekretariat DPRD

telah menjalankan tugasnya’ ‘dengan baik untuk
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota
DPRD Maluku Tenggara, walaupun kadang kami temui
hal-hal yang lumfah nmiisalnya keterlambatan pegawai
dan sebagainya tetapi tidak mengganggu pelaksanaan
kegiatan sidang ataq kegiatan lainnya karena sepertinya
mereka ditugaskan masing-masing untuk menangani
jalannya‘rapat dan sebagainya itu bukan satu orang saja,
tetapi ada beberapa orang sehingga staf yang lain bisa
membantu”.

Langgur, 06 November 2012

Narasumber,

J. Sikteubun, S. Sos

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. Ny. B. L. Letelay

Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malra
Alamat : UnTual

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan

Tanggal Wawancara : 07 November 2012

Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
Hasil Wawancara
1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Ibu, apakah pihak eksekutif
bersama DPRD  memiliki  késeriusan  untuk
menyelesaikan tanggungjawabnya?
Jawaban . Selama saya menjabat sebagai Képala Dinas, yang sudah

kurang lebih 4 tahun ini, setiap kali saya mengikuti
Rapat-rapat di DPRD _baik) pembahasan anggaran
maupun rapat-rapat lainnya, “seringkali saya melihat
perbedaan pendapat’ yang  cukup alot antara pihak
cksekutif dan legislatifZ Perbedaan-perbedaan pendapat
tersebut terkadang * mengakibatkan kesalahpahaman
schingga biasariya ada Anggota DPRD yang memukul
meja dan sebagainya, tetapi itulah dinamika pembahasan.
Dan walaupun sangat rumit, tetapi pada akhirnya dapat
terselesaikan dengan baik. Kami para Kepala SKPD
dimnstouksikan oleh Pimpinan kami dalam hal ini Bapak
Bupati untuk mengikuti setiap kegiatan rapat yang
dilaksanakan di DPRD, dan jika ada Kepala SKPD yang
sengaja tidak menghadiri maka akan ditegur secara
keras. Olehnya itu maka kami semua selalu aktif dalam
setiap pembahasan yang dilaksanakan di DPRD ini .

Langgur, 07 November 2012

Narasumber,

Frans Rahangtar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Frans Rahangiar
Jabatan : Pedagang Embal (Makanan khas Kei)
Alamat : Langgur

Tempat Wawancara : Pasar Langgur
Tanggal Wawancara : 07 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara

1. Pertanyaan : Sebagai pedagang kecil bagaimana tanggapan Bapak
terhadap besaran penarikan tarif retribéisi,setiap hari dari

Pemerintah Daerah?
Jawaban : Sebagai masyarakat kecil kami tidak berkeberatan untuk

membayar retribusi setiap., ‘hari ~ karena besarnya
disesuaikan dengan kemampuan kami.

Langgur, 07 November 2012

Narasumber,

Frans Rahangiar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEDOMAN OBSERVASI
Hal yang diamati Tanggal dan Has:l
No Observasi
) Aspek Indikator Tanggal...........coeun. 20
12
I. | Fungsi Legislast a.Keputusan Pimpinan Hasil observasi
yang dihasilkan
b.Keputusan DPRD yang Hasil observasi
dihasilkan
¢.Perda yang dihasilkan Hasil observasi
2. | Fungsi a.Pelaksanaan Rapat Hasil abservasi
Pengawasan Dengar Pendapat
b.kunjungan kerja Hasil abservasi
lapangan
|
3. | Fungsi Anggaran | a.Tahapan.-dalam siklus Hasil abservasi
Anggaran
Peranan Sckretariat'\“Pelaksanaan Tugas dan Hasil abservasi
4, DPRD Yungsi
L
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LEMBAR HASIL OBSERVASI

No.

Hal yang diamati

Tanggal dan Hasil
Observasi

Aspek

Indikator

Fungst Legislasi

a.Keputusan Pimpinan
DPRD yang dihasitkan

Adanya  Keputusan
Pimpinan DPRD yang
dihasilkan selama
Tahun 2009-2012

b.Keputusan DPRD yang
dihasilkan

Adanya ™ Keputusan
DPRI. yang dihasilkan
selama Tahun 2009-
2012 selain Keputusan
Pimpinan DPRD

c.Perda yang dihasilkan

Adanya Produk-
produk Hukum yang
dihasilkan berupa
Peraturan Daerah baik
dari Eksekutif maupun
hasil inisiatif DPRD

Fungsi
Pengawasan

a Pelaksanaan
Dengar Pendapat

Rapat

Pelaksanaan Rapat
Dengar Pendapat
dilaksanakan jika
dalam
peenyelenggaraan
Pemerintahan di
temukan permasalahan
yang diperiukan
penanganan serius
dengan melibatkan
Komisi-Komisi sesuai
dengan Mitra kerjanya
masing-masing

b.kunjungan
lapangan

kerja

Kunjungan kerja
lapangan dilaksanakan
jika dalam pelaksanaan
rapat ditemukan
permasalahan yang
diperlukan penanganan
dengan meninjau
langsung lokasi yang
dipermasalahkan

misalnya pelaksanaan
proyek APBD yang
tidak terselesaikan |

erpustakaalt Universitdas 1 erouka
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3. | Fungsi Anggaran a.Tahapan dalam siklus | Tahapan dalam siklus
Anggaran anggaran yang
dilaksanakan oleh
pihak Eksekutif dan
DPRD telah berjalan

sebagaimana mestinya

4, Peranan Sekretariat | Pelaksanaan Tugas dan | Sekretariat DPRD
DPRD Fungsi Kabupaten  Maluku
Tenggara telah

melaksanakan  tugas
dan fungsinya dengan
baik untuk menunjang
pelaksatiaan tugas
pekok ~ dan  fungsi
DPRD Kabupten
Maluku Tenggara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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KEMENTERIAN PENDIBIKAN DAN KEBULDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA
Unit Prozram Belajar Jarak Jaah (GPBMN-LIT) Ambon
8 51 Wotter Mongensidi Laeri, Amboa 97231
URIVERITAS TERBUKA Telepon: 0911-361303, Faksimile: (911-361 364
Laman: ul-ambongutac.id

L

SURAT KETERANGAN
Nomor : $13/UN31.51/LL2012

Kepala Unit Program Belajar Jarak Javh Universitas Terbuka Ambon. dengas ini
mencrangkan bahwa mahasiswa 52 Universitas Terhuka yang namanya fanfampir
sedang melaksanakan penclitian dan pengumpulan data untul™ Tugas<Akhir Program
Magister (TAPM) dengan judul tenulis pada lampiran ini pada Kolom judul TAPAM
sehefum BTR(Bimbigan Tesiv Residensiady 1. Nambg” dalam kegintan  Seminar
Proposal pata tanggal 13 dan 16 September 2002 emivaita’ada perubahan judul atas
saran pembimbingnya, schingga judul proposalnya menjadi tertulis pada kolom Suled
TAPM seiefoh BTR [.

Untuk ity kami mohon bantuan Bapak by /miemberi ijin kepada mahasiswa yang
bersanghutan untuk dapatl mengmpuikan-data Anformasi sesuai kebutuhannya pada
instansi yang Bapak/Thu pimpin.

Demikizn surat ketefangan ifydiberikan, atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang
baik, kami sampaikanierima kasih.

Ambon, 10 Oktober 2012

;(cpula

Drs. Supdriomo, C.B, M.Si
NIP.19521G22198203 1002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Rakary Mardieks Rape Momaor 02 TR (0016) 21772 Langaur 97517 1]

Langgur, § 7 Okiober 2012,

Nomor  : GT0/150/ SIP/BKRPPM/2012 Kepada )
Sifat - Biasa ¥ih. . Kepala Sckretaner KPUD Kab Malrs
Lampiran - 2. Kepala Sckretariai DPRD Kab. Malra
Perihal : lzin Penelitian z!asmmasma
1
Langgur.

Memperhatikan Surat Keterangan Kepala Unit Program Belmjar Jaruk Jauh Urdversitas
Terbuks ( UPBJJ-UT) Ambon Nomor. 813/UN31.51/LL/2012 mageal-18.0kiober 2012
perihal maka diberitahukan bahwa akan vbe di kantor saudars :

Ndma : Emdamg Benselina Etwiory,S.50s

NIM o 016759114

Pekerjann :  Mahasiywa Program Magiéter Mangjetiven Universitas Terbuka
Malcsad : Mengadalan penelitian

Judul Peneliian : “ ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN MALUKU
TENGGGARA DALAM Fit4 OTONIMI DAERAN *

Waktu : 1 ( satu ) Bulart (7 Oktober 2012 &/d 18 Nopember 2012 )

Lokasi : Badan Kesbang Pob Linmas Kab, Malm, Sekretanie KPUD
Kab.Malfa Sekretariat DPRE Kab.Malra

Schubungan dengan hal tersebat distas” pades prinsipnya kami menyctujui kegiatan

dun&md dengan ketertuen :
Sebelum dan sesuddh, Penclitidn, harus melsporkan diri kepads Kepala/Pimpinan
Kamor / Instansi Gtau Camnd apabila dileksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi
apebila dilakuldn di Ohoj:

2. Penclitinn tidak-menynnpang dan izin vang diberikan

3. Menaati femua peratiran perundang-undangan yang beriaku dan mengindahkan adm
istiadat daefalrsatempat

4. Seélah, selospi’ Penelitian dapat menyampaikan hasil Penelitian kepada Bupati
Maluku Ténggara,

Demikian tintuk diketabhul dan kepada yang bersangkutan agar diben banfuan daia
seperlurys

Tembusay : disampaikan kepada Yih :

Bupati Maluku Tenggara di Langgur ( schegai laporan ) ;
Selcretaris Daerah Kab. Malra di Langgur (sebagai laporan)
Yang bersangiutan ;

Pertingga!.

bl el

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jaian Merdeks Rava Nomor 02 B (0916) 21272 Langer 97611 [
]

SURAT KETERANGAN
Nomor : 078 /183.2 /SK.P/BKBPPM/2012

Bupati Maluku Tenggara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Periingungan
Masyarakat di Langgur menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : ENDANG BENSELINA ETWIORY,S.508
NIM : 016759114
Pekerjsan : Muhasiswa Program Magisier Administyasi

Pablik Universitas Terbuka

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan pedelitian dengan judul
“ Analisis Kinerja DPRD Kabupatem Malukn Yenggara/ Dalam Era Orwnomi
Deerah ' pada Kamor DPRD Kabupaten Malukn Tenggars dan Kentor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sejdk” tanggal |18 Oktober s/d 11
Nopember 2012,

Demikian sural keterangan ini dibual dan“diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimans mestinya(

Langgur, 13 Nopember 2012

MALUKU TENGGARA

NIP. 19580307 199203 1 002

Tembuwsap : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di - Langgur ( sebagai lapomn ) ;
2. Direkuat PPs-UT Tangerang Selutan di Tangerang Selatan ;
3. Kepala UPRJ] Ambon di Ambon

% Yang bersangkutan ;

5. Pertinggal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama/NIM
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Anggota Keluarga

Alamat Rumah dan Telp.
No. Hp.
Alamat E-mail

Pengalaman Pendidikan

Pengalaman Pekerjaan

BIODATA PENELITI

: Endang Benselina Etwiory, S.Sos

: Letsiara, 30 Maret 1981

: Perempuan

: - Suami : Andres Jalvins Stevi Kiryoma
- Anak-anak :
1. Ana Ribka Vaneshya
2. Samuel Elki Verlandhino
3. Deifira Agnes Imanuelia

: Un Jalan Taar Baru
: 081247128885
. endangetwid 00.CO

: - SD Knsten'Letsiara LulusTahun 1992

- SMP’Negeri Tepa Lulus Tahun 1995
- SMU Knisten Tual Lulus Tahun 1998
- STIS Mutiara Tual Lulus Tahun 2066

41697 .pdf

Y Awal karier dimulai sebagai PNS pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2000, dan pada Tahun 2001
dimutasikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten
Maluku Tenggara hingga Tahun 2012, dan pada

awal Tahun 2013 dimutasikan ke

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Maluku Tenggara hingga sekarang.

Langgur, Januari 2013

Peneliti,

Endang Benselina Etwiory, S.Sos

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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